WALIKOTA PADANG
PROVINSI SUMATERA BARAT

KEPUTUSAN WALIKOTA PADANG
NOMOR 3 TAHUN 2015
TENTANG

ALOKASI DANA KAPITASI JAMINAN KESEHATAN NASIONAL

Menimbang

Mengingat

»

: 1,

PADA PUSKESMAS
WALIKOTA PADANG,

bahwa untuk mengoptimalkan pelayanan kesehatan pada
fasilitas kesehatan tingkat pertama di Kota Padang perlu
bantuan Dana dan dukungan biaya operasional;

bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 3 ayat (4) Peraturan
Menteri Kesehatan Nomor 19 Tahun 2014 tentang Penggunaan
Dana Kapitasi Jaminan Kesehatan Nasional Untuk Jasa
Pelayanan Kesehatan dan Dukungan Biaya Operasional Pada
Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama Milik Pemerintah Daerah,
besaran alokasi ditetapkan dengan Keputusan Kepala Daerah;

bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada
huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Walikota
tentang Alokasi Dana Kapitasi Jaminan Kesehatan Nasional
Pada Puskesmas.

Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1956 tentang Pembentukan
Daerah Otonom Kota Besar Dalam Lingkungan Daerah Provinsi
Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
1956 Nomor 20);

Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan
Sosial Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2004 Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4456);

Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 114,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);

. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan

Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5234);

Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011 tentang Badan
Penyelenggara Jaminan Sosial (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2011 Nomor 116, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5236);

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan
Dacrah ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014
Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 5507), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan
Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 246,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5589);



Menetapkan
KESATU
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14.

Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 1980 tentang Perubshan
Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Padang {Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 1980 Nomor 25, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3164

Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian
Urusan PemerintahanAntara Pemerintah, Pemerintahan Daerah
Propinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota {(Lembaran
Negara Tahun 2007 Nomor 82,Tambahan Lembaran Negara
Nomor 4737);

. Peraturan Presiden Nomor 12 tahun 2013 tentang Jaminan

Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012
Nomor 29) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan
Presiden Nomor 111 Tahun 2013 (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2013 Nomor 253);

Peraturan Presiden Nomor 32 Tahun 2014 tentang Pengelolaan
dan Pemanfaatan Dana Kapitasi Jaminan Kesehatan Nasional
Pada Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama Milik Pemerintah
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014
Nomor 81};

Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 69 Tahun 2013 tentang
Standar Tarif Pelayanan Kesehatan Pada Fasilitas Kesehatan
Tingkat Pertama dan Fasilitas Kesehatan Tingkat Lanjutan
Dalam Penyelenggaraan Program Jaminan Kesehatan (Berita
Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 1392);

Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 71 Tahun 2013 tentang
Pelayanan Kesehatan Pada Jaminan Kesehatan Nasional {Berifa
Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 1400);

Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 19 Tahun 2014 tentang
Penggunaan Dana Kapitasi Jaminan Kesechatan Nasional Untuk
Jasa Pelayanan Kesehatan dan Dukungan Biaya Operasional
Pada Fasilitas Keschatan Tingkat Pertama Milik Pemerintah
Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor
589);

Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 28
Tahun 2014 tentang Pedoman Pelaksanaan Program Jaminan
Kesehatan Nasional;

15. Peraturan Daerah Kota Padang Nomor 16 Tahun 2008 tentang

Pembentukan Organisasi dan Kerja Dinas Daerah Kota Padang
(Lembaran Daerah Tahun 2008 Nomor 16} sebagaimana telah
diubah dengan Peraturan Daerah Kota Padang Nomor 14 Tahun
2012 (Lembaran Daerah Tahun 2012 Nomor 14);

MEMUTUSKAN :

. Alokasi dana kapitasi Jaminan Kesehatan Nasional pada Puskesmas

ditetapkan sebagai berikut :

= ]

b.

pembayaran jasa pelayanan keschatan sebesar 60% (Enam
puluh persen)

dukungan biaya operasional kesehatan sebesar 40% (Empat
puluh persen}



KEDUA

KETIGA

: Alokasi dana kapitasi untuk pembayaran dukungan biaya

operasional pelayanan kesechatan sebagaimana dimaksud pada
diktum Kesatu ditetapkan scbagai berikut :

a. obat, alat kesehatan, dan bahan medis habis pakai sebesar 28%
(dua puluh delapan persen); dan

b. kegiatan operasional pelayan kesehatan lainnya sebesar 12%
(dua belas persen|

- Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Padang
pada tanggal 7 Januam 2015

WALIKOTA PADANG,

DI

Tembusan Keputusan ini disampaikan kepada Yth:

1. Kepala Badan Pemeriksaan Keuangan Perwakilan Provinsi Sumatera Barat
2. Inspektur Kota Padang.

3. Kepala Dinas Pengelolaan Keuangan dan Aset Kota Padang.

4, Pertinggal.



